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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "Dinamika
dan Kebijakan Pendidikan" ini dapat diselesaikan dengan baik.
Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai perubahan, tantangan, serta arah kebijakan
pendidikan di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman yang
semakin dinamis.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun
peradaban suatu bangsa. Namun, dalam perjalanannya, sistem
pendidikan terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, sosial budaya,
ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam
mengenai dinamika yang terjadi serta kebijakan yang diambil oleh
pemerintah menjadi hal yang krusial bagi para pendidik, mahasiswa,
praktisi pendidikan, dan pemangku kebijakan.

Dalam buku ini, kami mengupas berbagai topik penting mulai dari
konsep dasar dinamika pendidikan, hubungan antara kebijakan
pendidikan dengan perubahan sosial, hingga analisis terhadap
kebijakan pendidikan nasional dari masa ke masa. Selain itu, dibahas
pula isu-isu kontemporer dalam pendidikan seperti digitalisasi
pembelajaran, pemerataan akses, dan peningkatan mutu guru, serta
tantangan implementasi kebijakan di daerah beserta strategi adaptasi
terhadap perubahan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini,
terutama kepada para akademisi, peneliti, serta rekan-rekan sejawat
yang telah memberikan masukan berharga.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
menjadi referensi yang berguna bagi siapa saja yang ingin mendalami
dinamika dan kebijakan pendidikan. Semoga ilmu yang terkandung di
dalamnya dapat menginspirasi perubahan positif bagi dunia
pendidikan di Indonesia. Selamat bertransformasi!
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Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber
daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi. Di
Indonesia, mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab
lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga menjadi arah kebijakan
pemerintah yang terencana untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran, pemerataan akses, serta keluaran pendidikan yang
memenuhi standar nasional dan internasional (Permana & Nur ITham,
2023; Ali & Hermansyah, 2024). Sebagai negara kepulauan dengan
kondisi sosial-budaya yang beragam, Indonesia menghadapi
tantangan besar dalam pemerataan mutu pendidikan di berbagai
jenjang. Ketimpangan kualitas antara wilayah perkotaan dan
perdesaan, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta beragam
kompetensi pendidik menjadi isu strategis yang memerlukan
pemikiran kebijakan berbasis bukti dan berkelanjutan (Gusti &
Masduki, 2022; Syaifullah et al., 2021).

Untuk itu, pemerintah Indonesia menetapkan kerangka kebijakan
pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi
penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-undang ini kemudian
dijabarkan ke dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang
mencakup delapan aspek kritis mutu pendidikan, termasuk Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik
dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Penilaian. SNP berfungsi
sebagai tolok ukur dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pendidikan di semua jenjang (Kementerian Pendidikan
Nasional, 2003; Syaifullah et al, 2021). Sebagai instrumen
operasional, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)
diimplementasikan untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan
mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. SPMP diatur
melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun
2009, yang menegaskan perlunya kegiatan monitoring, evaluasi, dan
perbaikan berkelanjutan di setiap satuan pendidikan agar SNP
benar-benar tercapai dalam praktik pembelajaran sehari-hari
(Permana & Nur I[lham, 2023). Selain kebijakan nasional di bidang SNP
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dan SPMP, akreditasi sekolah dan program pendidikan merupakan
mekanisme penjaminan mutu eksternal yang penting. Akreditasi
dilakukan oleh lembaga independen untuk menilai apakah suatu
lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas tertentu, serta
mendorong perbaikan kinerja pendidikan berdasarkan hasil penilaian
tersebut (Ali & Hermansyah, 2024).

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi
kunci dalam penguatan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah
pusat bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan strategis,
sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam implementasi
kebijakan di tingkat lokal, termasuk alokasi sumber daya dan
penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat (Gusti & Masduki, 2022). Di samping itu, inovasi teknologi
pembelajaran semakin penting dalam menghadapi tuntutan abad 21.
Kebijakan pemerintah mendorong integrasi teknologi digital dalam
proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, relevansi, dan
keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar (Permana &
Nur Ilham, 2023).

Dengan berbagai kebijakan dan mekanisme penjaminan mutu
yang telah disusun dan diimplementasikan, evaluasi terhadap
efektivitas kebijakan mutu pendidikan menjadi penting agar dapat
menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses,
dan penguatan kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan
dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan (Syaifullah et al,,
2021). Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas secara komprehensif
kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk
kerangka regulasi, pelaksanaan strategi, tantangan yang dihadapi,
serta arah kebijakan ke depan dalam membangun sistem pendidikan
nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Landasan
Kualitas Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kerangka kebijakan
strategis yang berfungsi sebagai acuan utama dalam menjamin,
mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional

Dian Fithra Permana




Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Daftar Pustaka

Alj, A. I, & Hermansyabh, E. (2024). Quality assurance system policy in
education: A comparative study between Indonesia and Finland.
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan.

Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2014). Literature reviews and the
hermeneutic circle. SAGE Publications.

Gusti, G., & Masduki. (2022). Regulasi penjaminan mutu pendidikan di
Indonesia. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 11(1).

Hart, C. (1998). Doing a literature review: Releasing the social science
research imagination. SAGE Publications.

Indana, N. Mustofa, A, Qomar, M., Aziz, A, & Junaris, I. (2022).
Government policy in strengthening education quality assurance in
Islamic education institutions. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan,
Sosial, dan Agama.

Ishak, D. (2022). Implementation of education quality assurance
policy: Between expectations and reality. Jurnal Pendidikan
Indonesia.

Karwono, H., & Susetyo, B. (2020). Peta mutu satuan pendidikan di
Indonesia berdasarkan akreditasi tahun 2020. Jurnal Penelitian
Kebijakan Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemendiknas.

Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic
literature review of information systems research. Social Science
Research Network.

Permana, M. A. A, & Nur Ilham, M. A. (2023). Peningkatan mutu
pendidikan di Indonesia melalui kebijakan dan inovasi teknologi.
Sindoro: Cendikia Pendidikan.

Rahman, T., Wasliman, I, Muttagien, K., & Sauri, R. S. (2019).
Accreditation policies implementation to improve performance
quality in madrasah. International Journal of Educational Review.

Safitri, Y., & Julaiha, S. (2025). Implementasi standar nasional
pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Dian Fithra Permana




Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran.

Sulaiman, A, & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi sistem
penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu
pendidikan. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 4(2), 193-
205.

Syaifullah, A., et al. (2021). Evaluasi kebijakan dalam peningkatan
mutu pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia, 1(2),
46-57.

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology
for developing evidence-informed management knowledge by
means of systematic review. British Journal of Management, 14(3),
207-222.

Webster, |., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for
the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), xiii-
XXIli.

Dian Fithra Permana



Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

PROFIL PENULIS

Dian Fithra Permana, S.Pd., M.Pd.
Ketertarikan penulis terhadap bidang
pendidikan dan administrasi perkantoran
mulai berkembang sejak menempuh
pendidikan tinggi. Hal tersebut mendorong
penulis untuk melanjutkan studi pada
jenjang Sarjana (S1) di Program Studi
Pendidikan = Administrasi  Perkantoran
— & Universitas Negeri Yogyakarta dan berhasil
a - lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian
melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada Program Studi
Manajemen Pendidikan di universitas yang sama dan berhasil

menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Penulis saat ini berkarier sebagai dosen di Universitas Negeri
Semarang dengan jabatan akademik Lektor. Penulis memiliki
kepakaran di bidang manajemen pendidikan, administrasi
perkantoran, serta pengelolaan arsip digital. Dalam rangka
mewujudkan Kkarir sebagai dosen profesional, penulis aktif
melaksanakan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi,
khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Berbagai penelitian yang telah dilakukan penulis
berfokus pada pengembangan sistem arsip digital, pembelajaran
berbasis teknologi, serta peningkatan kompetensi administrasi dan
manajerial, yang didanai oleh internal perguruan tinggi.

Selain aktif sebagai peneliti, penulis juga terlibat dalam publikasi
ilmiah dalam bentuk jurnal maupun kegiatan seminar nasional dan
internasional. Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan di
bidang administrasi perkantoran dan pendidikan. Dengan
pengalaman tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas
pendidikan Indonesia.

¢ b

Email Penulis: dianfithrapermana@mail.unnes.ac.id

Dian Fithra Permana



mailto:dianfithrapermana@mail.unnes.ac.id

ﬁ'

BAB 2
DAMPAK GLOBALISASI
TERHADAP REFORMASI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA

Randitha Missouri, M.Pd.
Universitas Muhammadiyah Bima




Dampak Globalisasi Terhadap Reformasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Globalisasi dan Transformasi Kebijakan Pendidikan:
Kerangka Konseptual dan Teoretik

Globalisasi dipahami sebagai proses multidimensional yang
mencakup dimensi ekonomi, politik, dan ideologis yang secara
simultan membentuk arah Kkebijakan pendidikan kontemporer.
Globalisasi mendorong pembaruan kebijakan pendidikan dengan
mengadopsi standar global, memperpanjang siklus pendidikan, dan
mengintegrasikan  pendidikan  vokasi, meskipun tantangan
ketimpangan akses masih terjadi terutama di negara berpenghasilan
rendah (Angana et al,, 2025; Widaningsih & Rahman, 2023). Dalam
dimensi ekonomi, globalisasi mendorong sistem pendidikan
menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, adaptif, dan
mampu berpartisipasi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam
dimensi politik, pendidikan semakin berada dalam kerangka global
governance, di mana organisasi internasional, jaringan kebijakan, dan
komunitas epistemik memengaruhi agenda, standar, dan prioritas
pendidikan nasional. Sementara itu, dalam dimensi ideologis,
globalisasi menyebarkan nilai dan paradigma seperti efisiensi,
akuntabilitas, standardisasi, dan orientasi kinerja yang membentuk
cara negara memahami tujuan dan fungsi pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang responsif terhadap globalisasi
menuntut manajemen partisipatif dan hubungan global yang kuat,
serta penghindaran dari manajemen tradisional yang introspektif
(Mohammad, 2025). Selain itu, globalisasi juga menuntut pemimpin
pendidikan untuk mengadopsi perspektif global, memanfaatkan
teknologi digital, dan mempromosikan tanggung jawab sosial guna
mencapai keseimbangan antara kualitas dan kesetaraan pendidikan
(Farhat Nasir et al.,, 2025; Jin, 2023). Kerjasama internasional menjadi
penting dalam berbagi praktik terbaik dan sumber daya untuk
mengatasi tantangan bersama serta memperkuat kebijakan
pendidikan nasional (Blagorazumnaia & Trifonova, 2023). Dengan
demikian, pendidikan tidak lagi semata urusan domestik, tetapi
menjadi bagian dari tatanan global yang kompleks dan saling
terhubung. Namun, adaptasi kebijakan harus mempertimbangkan
konteks lokal agar relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika
sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda antarnegara (Lastimoso et
al., 2025).
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Teori policy borrowing and lending dari David Phillips
menegaskan bahwa adopsi kebijakan antarnegara terjadi melalui
proses seleksi, adaptasi, dan reinterpretasi sesuai konteks lokal,
bukan sekadar penyalinan langsung. Penelitian menunjukkan bahwa
faktor-faktor seperti keterikatan negara dengan organisasi
internasional, kapasitas implementasi kebijakan, dan konteks politik-
ekonomi sangat memengaruhi waktu dan cara adopsi kebijakan
tersebut (Dome, 2024; Ulybina, 2022). Selain itu, difusi kebijakan
sering terjadi melalui emulasi normatif dan pembelajaran sosial
antarnegara yang memiliki kesamaan ekonomi atau geografis
(Mohommad et al., 2022). Studi kasus pada berbagai kebijakan seperti
pajak minuman manis dan kebijakan energi terbarukan juga
mengindikasikan adanya adaptasi lokal yang mempertimbangkan
kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara (Falcone, 2023;
Mulcahy et al., 2022). Adopsi awal kebijakan internasional sering
didorong oleh motivasi normatif, reputasi, persaingan, dan
penguncian kebijakan yang kemudian memicu difusi lebih luas
(Higham, 2026). Dengan demikian, proses adopsi kebijakan
antarnegara adalah dinamis dan kontekstual, bukan mekanisme
penyalinan pasif.

Perspektif global policy sociology dari Stephen J. Ball memperluas
analisis dengan melihat kebijakan tidak hanya sebagai dokumen atau
teks, tetapi juga sebagai wacana yang dipengaruhi oleh neoliberalisme
dan dinamika pasar global, seperti dalam kasus internasionalisasi
pendidikan publik di Kanada yang menempatkan pendidikan sebagai
komoditas internasional (Elnagar, 2021). Ball juga mengembangkan
konsep siklus kebijakan yang membantu memahami bagaimana
kebijakan inklusi pendidikan di Maroko dipengaruhi oleh konteks
historis, sosial, dan politik lokal serta global (“Bibliography of
Abstracts of English Language theses on Morocco, 2023 and 2024,”
2025). Selain itu, perspektifnya mengkritisi tekanan performativitas
dalam dunia pendidikan yang dapat membatasi agen profesional guru,
meskipun tetap memberikan kerangka untuk memahami pengaruh
kebijakan global terhadap praktik lokal (Goodley & Perryman, 2022).
Konsep policy trajectory yang dikembangkan berdasarkan pemikiran
Ball juga memperlihatkan bagaimana kebijakan mengalami
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Kebijakan Pengembangan Kurikulum pada Era Global

Pendahuluan

Globalisasi telah mendorong perubahan besar dalam sistem
pendidikan di berbagai negara. Perubahan ini menuntut kurikulum
yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konten, tetapi juga
pada pengembangan kompetensi. Transformasi kurikulum abad ke-
21 menekankan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi,
dan komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi kurikulum
harus bersifat sistemik dan fleksibel agar mampu menjawab
kompleksitas global (Widiana et al, 2025). Integrasi kompetensi
global dan nilai lokal menjadi fondasi penting dalam pembaruan
kebijakan pendidikan (Cahya & Meliyani, 2025). Hal ini menunjukkan
bahwa pengembangan kurikulum di era global harus adaptif sekaligus
kontekstual. Maka kebijakan kurikulum menjadi instrumen strategis
dalam membangun daya saing bangsa.

Di Indonesia, reformasi kurikulum terus mengalami dinamika
seiring perubahan kebijakan nasional. Pergeseran menuju
pendekatan berbasis kompetensi menjadi ciri utama reformasi
pendidikan. Salah satu pendekatan yang mendapatkan perhatian
global adalah Competency Based Education (CBE), yakni model
pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi
tertentu daripada penguasaan materi secara linier atau waktu belajar
yang kaku. (Judijanto & Arinie, 2025). Implementasi Competency-
Based Education (CBE) dipandang sebagai langkah untuk
menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan global (Mustofa et al.,
2025). Namun, data di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan
antara desain Kkebijakan dan praktik di kelas. Kendala seperti
pelatihan guru yang terbatas dan sistem asesmen yang belum optimal
masih menjadi tantangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi
kurikulum memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Agar
kurikulum baru dapat dijalankan sesuai harapan, guru perlu benar-
benar memahami seluruh komponen yang terkandung dalam
kurikulum tersebut. Sehebat apapun suatu kurikulum baru yang
dirancang, apabila guru sebagai ujung tombak tidak mampu
menerapkannya dengan baik dalam proses pembelajaran, maka
pelaksanaan kurikulum tersebut akan mengalami hambatan.
(MASKUR, 2023). Oleh karena itu, analisis empiris terhadap
implementasi kebijakan menjadi penting dilakukan.
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Kebijakan Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari agenda
transformasi pendidikan nasional. Kurikulum ini menekankan
pembelajaran berpusat pada siswa dan penguatan proyek berbasis
kompetensi. Studi menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka
mendorong peningkatan keterlibatan dan otonomi belajar siswa
(Hunaepi & Suharta, 2024). Pendekatan Project-Based Learning (PBL)
terbukti memiliki efek signifikan terhadap peningkatan berpikir kritis
dan kolaborasi (Usman, 2025). Meskipun demikian, tantangan
implementasi masih terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sumber
daya dan kesiapan guru menjadi faktor penghambat utama. Hal ini
memperlihatkan perlunya evaluasi kebijakan secara komprehensif.

Peran guru menjadi kunci utama dalam keberhasilan reformasi
kurikulum.Penelitian menunjukkan bahwa banyak guru menghadapi
kesulitan beradaptasi dengan perubahan kurikulum (Syarifuddin &
Hz, 2023). Keterbatasan pelatihan dan akses teknologi memperlambat
proses transisi. Studi lain menegaskan bahwa persepsi guru terhadap
reformasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi
(Kumayas, Luntungan, Arsai, & Tatipang, 2025). Selain itu, kualitas
dan standar kompetensi guru menjadi faktor pembeda dalam sistem
pendidikan maju (Khairiyah, Mariati, Suprapto, & Mariana, 2024).
Dengan demikian, penguatan kapasitas guru harus menjadi prioritas
kebijakan. Tanpa dukungan profesional yang memadai, reformasi
kurikulum sulit mencapai tujuan optimal.

Dalam konteks global, banyak negara melakukan reformasi
kurikulum untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Kolaborasi
internasional dan pendekatan berbasis kompetensi menjadi strategi
umum dalam reformasi tersebut (Henriquez et al, 2024).
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa evaluasi sistematis dan
pelatihan berkelanjutan sangat penting. Reformasi pendidikan juga
memerlukan integrasi teknologi dan inovasi pembelajaran (Frenk et
al, 2022). Perbandingan sistem pendidikan Kanada dan Indonesia
memperlihatkan perbedaan dalam tata kelola dan desentralisasi
kurikulum (Tuerah, Nonis, & Mesra, 2024). Analisis komparatif ini
dapat memberikan wawasan untuk perbaikan kebijakan nasional.
Oleh sebab itu, perspektif global penting dalam menilai arah reformasi
Indonesia.
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Pendahuluan

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional
karena berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia
yang menjadi penggerak utama kemajuan bangsa. Dalam perspektif
teori modal manusia yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz,
pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang
memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas individu
dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan
pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sistem
pendidikannya.

Dalam konteks global, sistem pendidikan menghadapi tantangan
yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, globalisasi,
serta perubahan kebutuhan pasar kerja. OECD menegaskan bahwa
pendidikan abad ke-21 harus mampu mengembangkan keterampilan
berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sementara itu,
UNESCO melalui agenda Education 2030 menekankan pentingnya
pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas sebagai bagian dari
pembangunan berkelanjutan.

Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi
berbagai permasalahan, seperti ketimpangan akses, rendahnya
kualitas pembelajaran, serta kesenjangan antarwilayah. Hasil
penelitian dari berbagai jurnal SINTA menunjukkan bahwa kualitas
pembelajaran di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan
konvensional yang kurang mendorong kemampuan berpikir tingkat
tinggi. Selain itu, berbagai kebijakan yang telah dirumuskan sering kali
belum diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Secara historis, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami
dinamika yang sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem politik.
Setiap periode pemerintahan memiliki paradigma kebijakan yang
berbeda, yang mencerminkan kepentingan ideologi, pembangunan
ekonomi, serta reformasi tata kelola. Oleh karena itu, analisis terhadap
kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif dengan
mempertimbangkan aspek historis, regulatif, dan manajerial.

Sugiarto
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Kebijakan Pendidikan pada Era Orde Lama

Pada masa Orde Lama (1945-1966), pendidikan diposisikan sebagai
instrumen strategis dalam perjuangan ideologi dan pembentukan
identitas nasional. Dalam konteks pasca-kemerdekaan, pendidikan
tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi
juga sebagai alat politik untuk menanamkan nilai nasionalisme,
patriotisme, dan ideologi negara. Hal ini tercermin dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang menegaskan bahwa tujuan
pendidikan adalah membentuk manusia susila, warga negara
demokratis, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam
membangun kesatuan bangsa yang majemuk.

Secara kurikuler, pendidikan pada masa ini menunjukkan
integrasi kuat antara aspek pedagogis dan ideologis. Kurikulum 1947,
1952, hingga 1964 tidak hanya memuat materi akademik, tetapi juga
sarat muatan ideologi negara, terutama melalui konsep Manipol
USDEK. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia
revolusioner yang memiliki kesadaran politik dan loyalitas terhadap
negara, sehingga sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi politik
sekaligus alat legitimasi kekuasaan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran H.A.R. Tilaar yang
menyatakan bahwa pendidikan pada masa Orde Lama bersifat
indoktrinatif, di mana peserta didik diarahkan menerima nilai
ideologis tanpa ruang berpikir kritis yang memadai. Proses
pembelajaran lebih menekankan penyeragaman dibandingkan
pengembangan nalar kritis, sehingga kebebasan akademik dan
budaya ilmiah belum berkembang optimal. Dalam perspektif teori
kebijakan pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan
sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ideologi, sebagaimana
ditegaskan oleh Stephen ]. Ball bahwa kebijakan pendidikan tidak
pernah netral.

Dari perspektif manajemen pendidikan, sistem pendidikan pada
masa ini belum terkelola secara optimal. Fungsi manajemen seperti
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi belum
berjalan sistematis akibat keterbatasan sumber daya manusia,
infrastruktur, serta kondisi ekonomi pasca kemerdekaan. Selain itu,
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Pendahuluan

Bab ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan praktis
terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Dalam berbagai forum
pendidikan, guru selalu disebut sebagai kunci utama mutu
pendidikan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang dirancang
untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru masih sering
berjalan secara terpisah, administratif, dan kurang menyentuh
transformasi pembelajaran di kelas. Literatur terbaru tentang
pengembangan profesional guru di Indonesia juga menunjukkan pola
yang serupa: perhatian kebijakan cukup besar, tetapi dampak
terhadap kualitas pembelajaran belum selalu sebanding dengan
intensitas program yang dijalankan (Rahmi et al., 2025; Revina et al.,
2023).

Bab ini berangkat dari keyakinan bahwa reformasi guru tidak
dapat diselesaikan dengan menambah program demi program.
Persoalan utamanya justru terletak pada arsitektur kebijakan:
bagaimana pendidikan awal guru, pendidikan profesi, pelatihan dalam
jabatan, supervisi, evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan pemerataan
wilayah dihubungkan dalam satu sistem yang utuh. Karena itu, Bab ini
tidak hanya memaparkan kondisi kebijakan yang ada, tetapi juga
menawarkan model konseptual baru untuk merekonstruksi kebijakan
pengembangan guru di Indonesia.

Secara substansial, Bab ini menawarkan Model Arsitektur
Kebijakan 3E-1D, yaitu career-stage embedded development,
ecosystem-based professional learning, equity-sensitive territorial
governance, dan data-informed teacher progression. Model ini
diharapkan dapat menjadi jembatan antara diskursus akademik,
perumusan kebijakan, dan praktik kepemimpinan pendidikan di
lapangan.

Guru, Mutu Pendidikan, dan Tantangan Kebijakan di
Indonesia
1. Guru Sebagai Titik Temu Kebijakan Dan Realitas Kelas
Guru merupakan simpul paling penting dalam sistem pendidikan
karena guru adalah pelaku yang menerjemahkan kurikulum,
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asesmen, dan visi pendidikan ke dalam pengalaman belajar nyata
di kelas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mutu pendidikan
pada akhirnya diuji bukan di dokumen kebijakan, tetapi di ruang
kelas, dan di ruang kelas itulah guru menjadi penentu utama.
Berbagai kajian mutakhir menegaskan bahwa peningkatan mutu
pendidikan tidak dapat dilepaskan dari mutu guru, terutama ketika
sistem pendidikan sedang menghadapi perubahan cepat dalam
bidang kurikulum, digitalisasi, literasi, numerasi, dan kebutuhan
kompetensi abad ke-21 (Rahmi et al,, 2025; Revina et al., 2023).

Di Indonesia, isu ini menjadi semakin mendesak karena
reformasi pendidikan tidak lagi hanya menuntut guru yang mampu
mengajar, tetapi guru yang mampu beradaptasi, merefleksikan
praktiknya, bekerja kolaboratif, memanfaatkan teknologi, dan
menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.
Tantangan itu semakin besar ketika kebijakan publik pada 2025-
2026 mulai menekankan peningkatan kualifikasi akademik guru,
transformasi Pendidikan Profesi Guru, penguatan kompetensi
digital, serta perbaikan layanan pendidikan hingga wilayah 3T.
Diskursus kelembagaan terbaru juga menunjukkan bahwa
perhatian terhadap kualitas guru dan pemerataan pendidikan
tetap menjadi agenda utama kebijakan nasional.

. Mengapa Kebijakan Guru Perlu Ditinjau Ulang

Masalah utama dalam pengembangan guru di Indonesia bukan
semata-mata kurangnya program. Justru, programnya relatif
banyak: peningkatan kualifikasi, sertifikasi, PPG, pelatihan,
komunitas belajar, dan berbagai intervensi lainnya. Namun,
literatur menunjukkan bahwa banyaknya program belum otomatis
menghasilkan transformasi pembelajaran yang kuat. Revina et al.
(2023) menunjukkan bahwa reformasi pengembangan profesional
guru di Indonesia cenderung mengganti program lama dengan
program baru tanpa menyelesaikan masalah struktural yang
berulang. Sementara itu, Tanang dan Abu (2014) menegaskan
bahwa profesionalisme guru sangat ditentukan oleh dukungan
kebijakan, pembiayaan, infrastruktur, dan komitmen sistemik,
bukan semata oleh kesediaan individu guru untuk belajar.
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berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi
pengembangan pendidikan yang unggul, modern, Islami, dan relevan
dengan tantangan zaman.
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Implementasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dasar di Indonesia

Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembentukan sumber
daya manusia yang berkualitas dan menjadi hak setiap warga negara
Indonesia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 31. Pemerintah
berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pendidikan dasar mencakup jenjang formal SD/MI, serta
SMP/MTs (usia 7-15 tahun). Kebijakan pendidikan dasar di Indonesia
berorientasi pada akses, kualitas pembelajaran, pemerataan, dan
relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat global.

Pendidikan dasar merupakan fondasi bagi seluruh proses
pembelajaran sepanjang hayat. Pada tahap inilah kemampuan literasi,
numerasi, pembentukan karakter, serta kebiasaan belajar mulai
dibangun secara sistematis. Kualitas pendidikan pada jenjang ini
sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam menempuh
pendidikan menengah hingga tinggi. Kebijakan nasional
menempatkan pendidikan dasar sebagai layanan esensial karena
berfungsi membangun kompetensi minimum yang dibutuhkan warga
negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
politik.

Pendidikan dasar di Indonesia mencakup enam tahun pendidikan
SD/MI dan tiga tahun pendidikan SMP/MTs, yang menjadi bagian
langsung dari wajib belajar yang diwajibkan pemerintah. Pemerintah
Indonesia menetapkan wajib belajar minimal 9 tahun dan mengarah
ke 12 tahun sebagai strategi peningkatan kualitas SDM. Partisipasi
dalam pendidikan dasar di Indonesia telah meningkat, termasuk
angka penyelesaian jenjang SD mencapai sekitar 97,83% pada 2023
(GoodStats, 2024).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah meluncurkan program Wajib Belajar 13 Tahun. Kebijakan
wajib belajar 13 tahun adalah perluasan dari program wajib belajar 12
tahun dengan menambahkan 1 tahun pendidikan prasekolah agar
anak memperoleh fondasi kesiapan belajar sebelum masuk
pendidikan dasar. Berdasarkan riset OECD (2017) melalui studi PISA
menemukan siswa yang pernah mengikuti prasekolah umumnya
memiliki performa membaca dan matematika lebih tinggi.
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Walaupun angka partisipasi kasar meningkat, sebagian anak
masih menghadapi hambatan untuk masuk dan bertahan di sekolah.
Kelompok yang paling terdampak meliputi keluarga miskin, anak di
daerah terpencil, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Menurut UNESCO (2020), perluasan akses tanpa kebijakan afirmatif
akan membuat ketimpangan tetap bertahan, bahkan cenderung
diwariskan antar generasi. Perbedaan kapasitas fiskal dan
infrastruktur menyebabkan mutu layanan pendidikan dasar tidak
merata. Sekolah di wilayah maju memiliki fasilitas lebih lengkap dan
akses teknologi lebih baik dibanding daerah terpencil. Ketimpangan
distribusi guru berkualitas juga memperkuat perbedaan hasil belajar.
Desentralisasi pendidikan menuntut kemampuan perencanaan dan
pengawasan di tingkat daerah. Namun variasi kapasitas birokrasi
sering menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan, alokasi sumber
daya yang kurang tepat sasaran, serta lemahnya pemantauan mutu.

Alasan topik implementasi kebijakan pengembangan pendidikan
dasar di Indonesia perlu dikaji karena pendidikan dasar sebagai
fondasi sistem, kesenjangan antara kebijakan dan praktik, disparitas
antar wilayah yang persisten, kompleksitas tata kelola desentralistik,
tuntutan akuntabilitas publik, kebutuhan evidence-based policy.

Bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pendidikan
dasar nasional, menganalisis implementasi kebijakan pendidikan
dasar di lapangan, mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi
kebijakan. Bab ini diharapkan secara teoritis memberikan wawasan
mendalam tentang implementasi kebijakan pendidikan dasar, secara
praktis memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan
dalam perbaikan kebijakan.

Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis negara dalam
mengarahkan tujuan, distribusi sumber daya, serta praktik
penyelenggaraan pendidikan. Dalam perspektif ilmu kebijakan publik,
pendidikan dipahami sebagai arena tempat nilai, kepentingan, dan
prioritas pembangunan dinegosiasikan serta diterjemahkan ke dalam
tindakan administratif. Secara umum, kebijakan pendidikan dapat
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Kohesi Kebijakan dalam Reformasi Pendidikan Menengah Indonesia (2003-2025)

Pendahuluan

Reformasi kebijakan sektor pendidikan menengah di Indonesia sejak
awal abad ke-21 telah menjadi fokus utama dalam upaya
meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan nasional. Sejak
era reformasi setelah 1998, berbagai rezim kebijakan bergantian
memperkenalkan framework, instrumen, dan prioritas kebijakan yang
berbeda, termasuk perubahan orientasi kurikulum, Kkebijakan
pembiayaan, sistem penilaian, serta mekanisme tata kelola
pendidikan. Transformasi tersebut mencerminkan respons terhadap
tantangan domestik dan tuntutan global, seperti kebutuhan akan
kompetensi abad 21 dan standar pendidikan internasional (Hajiri,
2025).

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting tentang kohesi
kebijakan (policy coherence) yang mengacu pada derajat keterpaduan,
konsistensi, dan keselarasan antar instrumen Kkebijakan dalam
mencapai tujuan reformasi pendidikan menengah. Kohesi kebijakan
menjadi krusial mengingat policy churn yaitu perubahan kebijakan
yang cepat dan sering, dapat memicu inkonsistensi implementasi dan
menghambat pencapaian hasil pendidikan yang diharapkan.
Fenomena ini tercatat dalam dinamika pergantian kurikulum,
pergantian nomenklatur program, dan respons terhadap prioritas
politik yang berbeda dari satu rezim ke rezim lainnya, yang
berdampak pada persepsi pemangku Kkepentingan terhadap
kesinambungan dan stabilitas kebijakan pendidikan (Napitupulu,
2025).

Studi-studi terdahulu menekankan bahwa konsistensi dan
keselarasan kebijakan sangat berpengaruh terhadap -efektivitas
pelaksanaan reformasi pendidikan. Misalnya, (Widiastuti, 2025)
dalam tinjauan kebijakan pendidikan nasional menunjukkan
tantangan dalam menjaga kesinambungan kebijakan sebagai
prasyarat untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan yang
berkelanjutan. Demikian pula, kajian literatur oleh (Kusuma,
Hamidah, Umalihayati, & Rini, 2024) menunjukkan bahwa perubahan
kebijakan seperti perluasan wajib belajar, revisi kurikulum, dan
program bantuan pendidikan memiliki dampak kompleks terhadap
akses serta kualitas pembelajaran jika tidak diimbangi dengan kohesi
inter-instrumen kebijakan.
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Konsep policy coherence dalam pendidikan tidak hanya
mencakup Kkonsistensi temporal (keterpaduan antar periode
kebijakan), tetapi juga keterpaduan lintas tingkatan pemerintahan
(vertical coherence) serta antara tujuan, strategi, dan alat pelaksanaan
(horizontal coherence). Ketidakseimbangan antar instrumen misalnya
antara pembiayaan dan sistem penilaian atau antara struktur
kurikulum dan tata kelola sekolah dapat menghasilkan distorsi dalam
implementasi kebijakan yang akhirnya memengaruhi hasil
pendidikan di tingkat provinsi (Hajiri, 2025).

Mengingat sifat desentralisasi pendidikan di Indonesia dan
variasi kondisi sosial-ekonomi antar daerah, perdebatan tentang
hubungan antara policy coherence dan outcomes pendidikan juga
semakin penting. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa provinsi
yang memiliki keselarasan kebijakan yang lebih baik cenderung
menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi, sedangkan provinsi
dengan kohesi kebijakan yang rendah sering menghadapi disparitas
hasil belajar yang lebih tajam (Napitupulu, 2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menguraikan.
Pertama, perkembangan historis reformasi kebijakan pendidikan
menengah di Indonesia dari tahun 2003 hingga 2025. Kedua,
mengevaluasi tingkat kohesi antar instrumen kebijakan utama
(kurikulum, pembiayaan, penilaian, tata kelola). Ketiga, mengukur
hubungan antara tingkat keselarasan kebijakan dan hasil pendidikan
di berbagai provinsi. Temuan diharapkan dapat memberikan
perspektif empiris dan konseptual mengenai peran kohesi kebijakan
dalam meningkatkan efektivitas reformasi pendidikan menengah
untuk pencapaian tujuan nasional.

Evolusi Reformasi Pendidikan Menengah dan Dinamika
Rezim Kebijakan (2003-2025)

Reformasi pendidikan menengah di Indonesia sejak awal 2000-an
berkembang dalam konteks desentralisasi fiskal dan administratif
yang diperkuat melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Tahun 2003. Periode 2003-2025 memperlihatkan beberapa fase
kebijakan yang merefleksikan perubahan orientasi rezim, baik dari
sisi paradigma kurikulum, sistem evaluasi, maupun tata kelola
pendidikan.
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Implementasi Kebijakan Pendidikan Vokasi dan Revitalisasi SMK di Indonesia

Urgensi Strategis Pendidikan Vokasi

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai salah satu
kekuatan ekonomi terbesar dunia, sebuah cita-cita yang sangat
bergantung pada optimalisasi bonus demografi yang tengah
berlangsung. Fenomena ini, yang ditandai dengan dominasi penduduk
usia produktif, merupakan jendela peluang strategis (window of
opportunity) yang hanya akan memberikan manfaat ekonomi jika
dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang kompetitif. Tanpa transformasi kualitas tenaga kerja, Indonesia
berisiko terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle-
income trap) dan gagal mengonversi keunggulan kuantitas penduduk
menjadi keunggulan produktivitas nasional.

Pendidikan vokasi menempati posisi yang sangat strategis dalam
konstelasi pembangunan ekonomi nasional, mengingat fungsinya
yang fundamental dalam mengonstruksi tenaga kerja terampil yang
memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan dinamika kebutuhan
sektor industri. Dalam lanskap pendidikan di Indonesia, Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) merupakan entitas instruksional yang
secara desain kurikulum dan kelembagaan dipersiapkan untuk
mencetak para lulusan yang memiliki kesiapan penuh untuk
bertransisi ke dalam lingkungan kerja profesional (OECD, 2021).

Kendati secara konseptual telah dirancang sedemikian rupa,
berbagai data empiris memberikan gambaran yang cukup
kontradiktif, di mana prevalensi pengangguran pada segmen lulusan
SMK masih memperlihatkan angka yang relatif signifikan jika
dikomparasikan dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.
Berdasarkan rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) bagi lulusan jenjang SMK secara ajek
dan konsisten menempati urutan grafik tertinggi dibandingkan
dengan output dari strata pendidikan lainnya (BPS, 2025). Disparitas
statistik ini mengindikasikan adanya celah atau mismatch yang
mendalam antara kualifikasi kompetensi yang dihasilkan institusi
pendidikan dengan profil kualifikasi yang diekspektasikan oleh dunia
kerja saat ini.
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Sebagai langkah konkret dalam mengintervensi kompleksitas
permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui kementerian
terkait mengartikulasikan kebijakan revitalisasi SMK yang
berorientasi pada penguatan relevansi pendidikan vokasi terhadap
kebutuhan nyata sektor industri (Kemendikbudristek, 2023).
Arsitektur kebijakan ini bersifat holistik dan mencakup berbagai pilar
krusial, mulai dari reorientasi kurikulum yang berlandaskan standar
industri, eskalasi kapasitas dan pedagogi profesional guru, hingga
penguatan sinergisitas kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia
Industri (DUDI), serta modernisasi infrastruktur fasilitas praktik yang
selaras dengan standar operasional industri modern. Namun, dalam
tataran operasional, implementasi strategi ini masih kerap terbentur
oleh pelbagai tantangan birokratis dan teknis di lingkungan sekolah.
Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implementasi kebijakan
revitalisasi SMK menjadi sangat krusial guna membedah sejauh mana
intervensi regulasi tersebut mampu memberikan solusi substantif
terhadap problematik pendidikan vokasi di Indonesia.

Arah dan Desain Kebijakan Vokasi

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah instrumen
strategis yang bersifat krusial dalam menentukan arah kebijakan,
kualitas, serta orientasi masa depan sistem pendidikan di suatu
negara. Tilaar & Nugroho (2008) memberikan konseptualisasi bahwa
kebijakan pendidikan adalah suatu formulasi yang Dbersifat
komprehensif mengenai pelbagai metodologi dalam menjawab
tantangan pendidikan, sekaligus berfungsi sebagai alat manajerial
untuk mencapai visi pendidikan nasional. Di sisi lain, perspektif yang
ditawarkan oleh Dye (2013) menyebutkan bahwa kebijakan
merupakan representasi dari pilihan pemerintah untuk mengeksekusi
sebuah tindakan atau justru memilih untuk tidak melakukan tindakan
tertentu. Dalam konteks diskursus pendidikan, apabila otoritas
pemerintah mengambil pilihan untuk tidak memberikan subsidi atau
tidak menggratiskan biaya operasional sekolah, maka sikap pasif atau
"diamnya" pemerintah tersebut secara teknokratis tetap
dikategorikan sebagai sebuah produk kebijakan pendidikan.
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Pendidikan doctoral di bidang manajemen Pendidikan di Universitas
Negeri Semarang. Selama ini, penulis mendedikasikan hidupnya untuk
menginspirasi dan memotivasi banyak orang melalui kelas-kelas

pelatihan, baik offline maupun online termasuk melalui media sosial
dengan konten-konten yang khas, powerful dan meaningful.
Sebelumnya penulis juga telah menghasilkan dua karya buku yaitu
buku pertama berjudul “Tenang Jiwa Semangat Menyala”, dan buku
kedua berjudul “Powerupyourdays”. Semoga tersebar manfaat kepada
sebanyak-banyaknya pembaca.

Silakan kunjungi beliau di media sosial Instagram @nofelwindo
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Implementasi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Non Formal di Indonesia

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan di Indonesia ada tiga jenis,
yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan
Informal. Kali ini akan dikaji tenang Pendidkan Nonformal.
Implementasi kebijakan pembangunan Pendidikan Nonformal tertera
dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 (sebagaimana
diubah menjadi PP No. 4 Tahun 22) Tentang standar mutu Pendidikan
Nonformal, termasuk kurikulum, evaluasi, dan akreditasi).

Peran Pendidikan Nonformal juga tidak kalah penting dengan
Pendidikan Formal di sekolah/ madrasah. Sebagaimana amanat
Pendidikan Nasional yang tertera dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun
2023 Pasal 3, tujuan Pendidikan Nasional adalah “Berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab.” Peran Pendidikan Nonformal
terutama menitikberatkan pada aspek cakap, kreatif, dan mandiri,
selain memiliki peran yang lainnya.

Banyak jenis Pendidikan Nonformal yang ditawarkan seperti
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK), Kelompok Belajar (Kejar), Pusat
Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Majelis Taklim, Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), Bimbingan Belajar (Bimbel), dan Satuan Pendidikan
Sejenis (SPS) sangar seni, padepokan pencak silat, sanggar tari, dan
yang sejenisnya. Semuanya membutuhkan pengelolaan dan mutu
penerapan (quality implemention) yang jelas, berkualitas, dan beaya
yang terjangkau.

Persaingan Lembaga-Lembaga Nonformal semakin kentara, yang
sudah memiliki nama memasang tarif yang hanya golongan menengah
ke atas yang bisa menjangkau. Kenyataan yang Pendidikan Nonformal
yang berkembang saat ini tidak semuanya dikelola

dan diterapkan dengan baik, dalam arti jelas, berkualitas, dan
beaya yang terjangkau. Oleh karena diperlukan suatu usaha untuk
meningkatkan pengelolaaan lembaga-lembaga tersebut agar
kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya di tengah-tengah gejolak
isu-isu pendidikan. Salah satu caranya adalah merumuskan kembali
langkah-langkah implementasi kebijakan pembangunan Pendidikan
Nonformal.

Muta’alimah

151



asi Kebijakan Pemba Pendidikan Non Formal di Indonesia

P ) 8

Pengertian dan Eksistensi Pendidikan Nonformal

Menurut Hamojoyo, Pendidikan nonformal adalah usaha yang
terorganisir secara otomatis dan kontinyu di luar sistem
persekolahan, melalui hubungan sosial untuk membimbing individu,
kelompok, dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial
(vang efektif) guna meningkatkan taraf hidup di bidang materiil, sosial
dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial
(Mustafa Kamil, 2009:14). Hal ini senada dengan pengertian dari
SAMEO (South East Asean Ministery of Education Organization), bahwa
"Pendidikan non formal didefinisikan sebagai setiap kegiatan
pendidikan yang diorganisir dan berkelanjutan yang tidak berkaitan
secara tepat pada definisi pendidikan formal" (UNESCO, 1997:41).

Menurut Djudju Sudjana, salah satu pakar pendidikan luar
sekolah di Indonesia, pendidikan non formal adalah: "Setiap upaya
pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi
yang teratur serta terarah dan diselenggarakan di luar sekolah,
sehingga seseorang atau sebuah kelompok memperoleh informasi,
latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan
hidupnya" (Sudjana, 2004:46).

Dari beberapa pengertian di atas, Pendidikan Nonformal adalah
Jalur pendidikan terstruktur di luar sistem formal (sekolah/kuliah)
yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap
pendidikan formal untuk mengembangkan potensi, pengetahuan,
keterampilan fungsional, dan sikap peserta didik. Tujuannya adalah
memperluas akses pendidikan, meningkatkan taraf hidup melalui
keterampilan kerja, serta mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat
(Al Overvew). Jadi Pendidikan ini terorganisir untuk memenuhi
kebutuhan belajar yang mungkin di Pendidikan Formal belum/
kurang didapatkan, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup
manusia.

Eksistensi Pendidikan Nonformal tercantum dalam Undang-
Undang Sistem Penddikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Thun 2023,
pendidikan nonformal diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau
pelengkap pendidikan formal, yaitu Pasal 26: Menjelaskan bahwa
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Pengertian Kebijakan Pendidikan Ramah Anak, Perempuan
dan Disabilitas

Kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan dan disabilitas
merupakan suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang
menekankan prinsip keadilan, inklusivitas, dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia dalam proses pendidikan. Kebijakan ini
bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa
memandang latar belakang sosial, gender, maupun kondisi fisik dan
mental, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang
berkualitas.

Secara konseptual, pendidikan ramah anak merujuk kepada
lingkungan belajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan, serta
memberikan ruang partisipasi kepada peserta didik. Daryono et al.
(2023) menjelaskan bahwa sekolah ramah anak bukan hanya tentang
infrastruktur, tetapi juga budaya sekolah yang menghargai suara anak
dan melindungi hak mereka secara menyeluruh.

Sementara itu, pendidikan responsif gender menekankan
pentingnya menghapus bias dan diskriminasi berbasis gender dalam
sistem pendidikan. Cameron (2023) menyatakan bahwa meskipun
akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin setara,
ketimpangan masih terjadi dalam aspek kualitas, kepemimpinan, dan
representasi.

Dalam konteks disabilitas, pendidikan inklusif bertujuan untuk
mengintegrasikan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam
sistem pendidikan reguler dengan menyediakan dukungan yang
sesuai. Khasanah (2018) menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak
hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga dengan penerimaan sosial
dan kualitas pengalaman belajar.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan,
dan disabilitas merupakan pendekatan multidimensional yang
mencakup aspek pedagogis, sosial, dan struktural dalam sistem
pendidikan.

Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Inklusif

Ruang lingkup kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan dan
disabilitas mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan dalam
sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada
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aspek kurikulum, tetapi juga melibatkan tata kelola pendidikan,
budaya sekolah, serta peran berbagai pemangku kepentingan.

Secara struktural, kebijakan ini meliputi penyediaan akses
pendidikan yang merata bagi semua kelompok masyarakat. Hal ini
termasuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pengembangan
kurikulum inklusif, serta pelatihan guru dalam menangani
keberagaman peserta didik. Riswari (2022) menekankan bahwa
keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan
sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk manajemen sekolah
dan dukungan kebijakan.

Dari sisi sosial, ruang lingkup kebijakan ini mencakup upaya
perubahan budaya sekolah agar lebih inklusif dan tidak diskriminatif.
UNICEF (2023) menunjukkan bahwa stigma terhadap disabilitas
masih menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan
inklusif di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penguatan sistem evaluasi
dan monitoring yang mampu mengukur dampak kebijakan terhadap
pengalaman belajar peserta didik. Rahayu (2025) menyatakan bahwa
evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih cenderung
berorientasi pada indikator administratif, bukan pada hasil nyata yang
dirasakan oleh siswa.

Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan pendidikan inklusif
mencakup aspek struktural, kultural, dan evaluatif yang harus
diintegrasikan secara sistemik.

Landasan Filosofis dan Teoretis Kebijakan Pendidikan
Inklusif
Kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan dan disabilitas
memiliki landasan filosofis yang kuat, yang berakar pada prinsip
keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat
manusia. Dalam perspektif global, pendidikan inklusif dipandang
sebagai upaya transformasi sistem pendidikan untuk mengakomodasi
keberagaman peserta didik (Slee, 2018).

Pendekatan pragmatisme dalam pendidikan menekankan bahwa
pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan
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Bidang kepakaran beliau tertumpu kepada Pendidikan Islam dan
Pentadbiran Pendidikan, dengan minat khusus terhadap usaha
memperkukuh sistem pendidikan yang holistik, berkesan dan relevan
dengan cabaran semasa. Melalui penulisan dan penglibatan aktif
dalam masyarakat, beliau berhasrat untuk terus menyumbang kepada
pembangunan ummah melalui pendidikan yang berkualiti dan
berimpak tinggi.

Dengan gabungan pengalaman akademik, kepimpinan dan
lapangan, beliau percaya bahwa pendidikan bukan sekadar proses
penyampaian ilmu, tetapi merupakan medium penting dalam
membentuk pemikiran, nilai dan masa depan masyarakat.
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Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai perubahan, tantangan, serta arah kebijakan
pendidikan di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin
dinamis. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban
suatu bangsa. Namun, dalam perjalanannya, sistem pendidikan terus
mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
perkembangan teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu,
pemahaman yang mendalam mengenai dinamika yang terjadi serta kebijakan
yang diambil oleh pemerintah menjadi hal yang krusial bagi para pendidik,
mahasiswa, praktisi pendidikan, dan pemangku kebijakan. Dalam buku ini, kami
mengupas berbagai topik penting mulai dari: (1) Kebijakan Peningkatan Mutu
Pendidikan di Indonesia; (2) Dampak Globalisasi Terhadap Reformasi Kebijakan
Pendidikan di Indonesia; (3) Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pada Era
Global; (4) Sejarah Kebijakan Pendidikan Pada Era Orde Lama, Orde Baru dan
Reformasi; (5) Rumusan Kebijakan Pengembangan Kualitas Dan Kompetensi
Guru di Indonesia; (6) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan
Dasar di Indonesia; (7) Kohesi Kebijakan Dalam Reformasi Pendidikan
Menengah Indonesia (2003-2025); (8) Implementasi Kebijakan Pendidikan
Vokasi dan Revitalisasi SMK di Indonesia; (9) Implementasi Kebijakan
Pembangunan Pendidikan Non Formal di Indonesia; (10) Evaluasi
Implementasi Kebijakan Pendidikan yang Ramah Anak, Responsif Gender, dan
Inklusif Disabilitas di Indonesia.
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